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ABSTRACT

Village Treasury Land is a village asset that can be utilized to support
development and increase Village Original Revenue. Productive management of
Village Treasury Land is expected to provide benefits for both the village government
and the community. In Pandan Sari Village, Sukoharjo District, Pringsewu Regency,
Village Treasury Land has been utilized through the development of a traditional
market, shop houses, and a Food Court. This study aims to analyze the forms and
processes of Village Treasury Land management, community participation in its
utilization, and its impact on optimizing the local community's economy in Pandan
Sari Village.

This research employed a qualitative method with a descriptive approach.
Data were collected through interviews, observations, and documentation involving
village officials, village asset managers, and community members. Data analysis was
conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the management of Village Treasury Land in Pandan
Sari Village has been carried out productively through the utilization of village assets
in the form of a market, shop houses, a Food Court, and other business facilities,
contributing to Village Original Revenue. The revenue generated is utilized to support
village governance, development programs, and various community activities. In
addition, these economic facilities have created business opportunities and increased
employment opportunities for the community. However, the economic benefits directly
experienced by the people of Pandan Sari Village have not been fully optimized. This
condition is due to the fact that most tenants and business operators utilizing these
facilities come from outside the village, resulting in relatively limited involvement of
local residents in the growing economic activities. Furthermore, some community
members are still reluctant to take advantage of the available business opportunities.
Nevertheless, the utilization of Village Treasury Land has the potential to promote
community economic development if supported by policies that encourage greater
participation of local residents in its management and utilization.
Keywords: Village Treasury Land, Village Asset Utilization, Community

Participation, Community Economic Optimization, Village Original Revenue
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Desa di Indonesia dijadikan sebagai prioritas utama
dalam kebijakan nasional demi mencapai pemerataan kesejahteraan
masyarakat yang berlangsung secara berkelanjutan. Kewenangan yang luas
diberikan oleh pemerintah kepada desa melalui Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang desa yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 schingga desa dapat mengatur serta mengurus
kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan juga kewenangan lokal
berskala desa. Kebijakan ini memungkinkan setiap Pekon untuk mengelola
sumber daya dan potensi lokalnya secara mandiri serta bertanggung jawab
demi meningkatkan taraf hidup warganya. Regulasi tersebut menandai
pergeseran paradigma pembangunan yang menempatkan desa sebagai subjek
pembangunan, bukan lagi sekadar objek kebijakan dari pemerintah pusat. Salah
satu mandat penting dari kebijakan ini adalah penguatan ekonomi desa melalui
pengelolaan aset dan sumber daya lokal secara mandiri, berkelanjutan, dan
partisipatif (Syaifudin, 2022). Sejalan dengan itu, Pengelolaan Aset Desa
menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan
produktivitas dalam setiap bentuk pengelolaan aset desa (Yudaruddin et al.,
2023). Dengan demikian, tata kelola aset desa yang baik menjadi fondasi utama
dalam mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi, kuat secara sosial, dan
berdaya saing berdasarkan potensi lokal yang dimiliki.

Implementasi kebijakan tersebut pada tingkat desa menempatkan aset
desa sebagai elemen penting yang berperan sebagai sumber pendapatan asli
desa (PADes). Salah satu aset strategis yang memiliki potensi besar untuk
dikembangkan adalah tanah kas desa. Tanah kas desa mempunyai peran yang
melampaui fungsi administratif semata karena tanah tersebut juga dapat
menjadi sumber ekonomi yang produktif bilamana dikelola dengan cara yang
sesuai. Pemanfaatan tanah ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti

penyediaan area untuk aktivitas pertanian dan juga kegiatan perdagangan serta
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penyediaan fasilitas publik contohnya pasar desa dan juga ruang usaha mikro.
Menurut (Suparlan et al., 2024) pengelolaan tanah kas desa yang baik akan
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperluas kesempatan kerja
dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa.
Sebaliknya, jika tidak dikelola secara produktif, aset ini hanya menjadi potensi
yang terabaikan dan tidak memberikan nilai tambah bagi desa. Tanah kas desa
merupakan bagian dari aset Pekon yang berupa tanah milik pemerintah desa
dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu kategori
tanah milik desa maka tanah kas desa dimanfaatkan untuk keperluan publik
serta peningkatan pendapatan asli desa sambil menjalankan peran sosial yang
penting demi keberlangsungan pemerintahan dan juga pembangunan di tingkat
desa. Status hukum tanah kas desa biasanya berupa hak pakai atas nama
Pemerintah desa, yang hanya dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan tidak
menghilangkan status kepemilikannya, serta tidak dapat dipindah tangan kan
kecuali untuk kepentingan umum dan kepentingan nasional sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memperkuat pengelolaan tanah kas desa, berbagai desa
di Indonesia telah menerapkan praktik yang berbeda-beda sesuai dengan
karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakatnya. Di sejumlah desa di
Yogyakarta dan Jawa Tengah, tanah kas desa dimanfaatkan untuk kegiatan
produktif berbasis pertanian, peternakan, maupun penyediaan ruang usaha
warga. Ada pula desa yang memanfaatkan tanah kas desa sebagai pusat
aktivitas ekonomi seperti pasar tradisional, area kuliner, serta fasilitas
perdagangan yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa. Namun di
beberapa daerah, pemanfaatan tanah kas desa masih menghadapi berbagai
tantangan seperti keterbatasan manajemen, belum optimalnya partisipasi
masyarakat, hingga potensi konflik kepentingan akibat tata kelola yang belum
transparan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas kelembagaan
desa dan strategi pengelolaan yang dijalankan sangat menentukan bagaimana

tanah kas desa dimanfaatkan.



Pemanfaatan aset desa di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh
dinamika sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Di lokasi penelitian pasar
tradisional serta area alun-alun dan juga ruko berfungsi sebagai pusat kegiatan
ekonomi warga. Praktik ini kemudian membuka kesempatan usaha yang baru
sembari memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Namun di
sisi lain, kondisi tersebut memunculkan tantangan dalam hal pengelolaan
kebersihan lingkungan, pengaturan tata ruang usaha, serta keadilan dalam
sistem penyewaan lahan dan bangunan yang dikelola pemerintah desa.
Tantangan ini menuntut adanya sistem tata kelola yang transparan, partisipatif,
dan akuntabel agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh
seluruh lapisan masyarakat (Cahyana, 2022). Selain itu, potensi konflik
kepentingan juga dapat muncul apabila proses pemanfaatan aset desa tidak
dilandasi prinsip keadilan dan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan
masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Ohoiwutun ef al., (2024) Dengan
demikian, pengelolaan tanah kas desa bukan hanya persoalan ekonomi semata,
tetapi juga berkaitan dengan penguatan kelembagaan sosial, pembentukan tata
kelola yang baik, serta pengembangan etika bersama dalam mengelola sumber
daya publik di tingkat desa.

Setiap desa memiliki potensi dan tantangan yang berbeda dalam
mengelola aset Pekonnya, bergantung pada kapasitas serta strategi pengelolaan
yang diterapkan oleh masing-masing pemerintahan desa (Rukmana et al.,
2024). Pekon Pandan Sari yang terletak di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten
Pringsewu, merupakan salah satu Pekon yang memanfaatkan tanah kas desa
dengan optimal dibandingkan dengan Pekon-Pekon lain di wilayah tersebut.
Sehingga urgensi dalam penelitian ini yakni pada Pekon Pandan Sari sendiri
menjadi potensi strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah Pekon untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pemanfaatan aset lokal. Berbeda
dengan beberapa Pekon lain di Kecamatan Sukoharjo yang belum mampu
mengelola tanah kas Pekonnya secara maksimal, Pekon Pandan Sari telah
menunjukkan langkah progresif dengan menjadikan aset tersebut sebagai
sumber kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Tanah kas desa

dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi warga melalui
3



pembangunan pasar tradisional yang ramai dikunjungi dan menjadi pusat
perputaran ekonomi masyarakat setempat. Di kawasan alun-alun Pekon,
pemerintah Pekon juga menyediakan ruang usaha bagi masyarakat yang
bergerak di bidang kuliner, sehingga kawasan ini berkembang menjadi tempat
interaksi sosial dan ekonomi yang hidup. Selain itu, sejumlah bangunan usaha
yang dikelola oleh pemerintah Pekon dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil dan
menengah sebagai wadah untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.
Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya meningkatkan dinamika
ekonomi warga, tetapi juga memperkuat hubungan sosial serta menghidupkan
kembali peran ruang publik di tingkat desa (Samsul et al., 2023). Seperti
dijelaskan oleh Afifah, Suparman dan Setiadi (2024) pengelolaan tanah kas
desa yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu menumbuhkan rasa
memiliki terhadap aset desa serta memperkuat partisipasi warga dalam proses
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian,
praktik pengelolaan tanah kas desa di Pandan Sari mencerminkan bentuk nyata
implementasi otonomi desa dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk
kesejahteraan bersama.

Namun beberapa permasalahan spesifik dalam pengelolaan dan
pemanfaatan tanah kas desa di Pekon Pandan Sari yang perlu dikaji secara
mendalam. Pertama, meskipun pemanfaatan tanah kas desa sudah berjalan,
namun belum ada analisis yang komprehensif mengenai sejauh mana
pemanfaatan tersebut telah optimal dalam meningkatkan perekonomian
masyarakat secara menyeluruh. Kedua, belum adanya data yang terukur
mengenai kontribusi konkret pemanfaatan tanah kas desa terhadap peningkatan
pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan usaha
mikro kecil menengah (UMKM) di desa tersebut.

Menurut data dari Pemerintah Pekon Pandan Sari dan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMD) Kabupaten Pringsewu,
kegiatan pemanfaatan tanah kas Pekon telah memberikan kontribusi nyata
terhadap peningkatan pendapatan Pekon serta kesejahteraan masyarakat
setempat. Pemanfaatan aset Pekon dalam bentuk kegiatan ekonomi lokal

menunjukkan bahwa tanah kas desa dapat berfungsi sebagai instrumen penting
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dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan
(Afifah et al., 2024). Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tanah
kas desa selanjutnya dialokasikan untuk mendukung berbagai program
pembangunan sosial dan peningkatan kualitas infrastruktur publik di tingkat
desa. Selain itu, sebagian hasil pengelolaan juga digunakan untuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat, seperti pelatithan ekonomi kreatif, penguatan
kelembagaan desa, dan pengembangan usaha mikro berbasis komunitas (Harini
et al., 2023). Melalui upaya tersebut, Pekon Pandan Sari tidak hanya berhasil
meningkatkan kemandirian ekonomi, tetapi juga memperkuat semangat gotong
royong serta partisipasi warga dalam pembangunan berbasis potensi lokal.
Kondisi ini menjadi cerminan dari model pengelolaan aset desa yang efektif
dan inklusif dalam kerangka pemberdayaan masyarakat perekonomian.
Praktik pengelolaan aset desa yang produktif seperti di Pandan Sari
memberikan pelajaran penting bagi pembangunan ekonomi desa di Indonesia.
Pemanfaatan tanah kas desa menjadi topik yang krusial karena tindakan
tersebut merupakan perwujudan nyata dari kemandirian ekonomi serta
penerapan langsung prinsip otonomi desa yang diamanatkan dalam kebijakan
pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia masih
banyak desa yang bergantung pada dana transfer pemerintah pusat seperti Dana
Desa dan Alokasi Dana Desa sehingga kapasitas desa dalam mengelola sumber
daya lokal secara mandiri masih terbatas. Upaya pemanfaatan tanah kas desa
menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan tersebut sekaligus
memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan yang berdaya. Tanah kas
desa yang dikelola secara produktif tidak hanya berfungsi sebagai sumber
pendapatan asli desa, tetapi juga dapat menjadi sarana pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis potensi lokal
(Aisyah, 2024). Selain itu, pengelolaan aset desa yang berorientasi pada
keberlanjutan dapat memperkuat struktur ekonomi desa melalui peningkatan
kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri (Hajar,
2025). Namun, pada kenyataannya masih banyak desa di Indonesia yang belum
mampu mengoptimalkan aset tanah kas desa akibat keterbatasan manajemen,

lemahnya perencanaan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena
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itu, praktik pengelolaan tanah kas desa di Pekon Pandan Sari menjadi relevan
untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai model
pengelolaan aset desa yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis pada
potensi lokal masyarakat.

Optimalisasi perekonomian masyarakat dipilih sebagai fokus penelitian
karena merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui pemanfaatan Tanah
Kas Desa sebagai aset produktif desa. Pengelolaan aset desa pada hakikatnya
tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes),
tetapi juga untuk menciptakan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara
langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kesempatan berusaha,
perluasan lapangan kerja, dan penguatan aktivitas ekonomi lokal. Oleh karena
itu, keberhasilan pemanfaatan Tanah Kas Desa perlu dilihat dari sejauh mana
aset tersebut mampu mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat secara
berkelanjutan. Pemilihan fokus pada optimalisasi perekonomian masyarakat
bukan berarti mengabaikan pentingnya aspek hukum dan tata kelola dalam
pengelolaan tanah kas desa. Namun, penelitian ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa aspek ekonomi merupakan dampak yang paling langsung
dan nyata dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aspek
hukum seperti status kepemilikan, regulasi pemanfaatan, dan legalitas
pengelolaan tanah kas desa pada dasarnya berfungsi sebagai kerangka normatif
yang mengatur bagaimana aset tersebut harus dikelola (Wirawan et al., 2022).
Sementara itu, aspek tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi masyarakat merupakan mekanisme prosedural untuk memastikan
pengelolaan berjalan sesuai aturan. Kedua aspek tersebut, meskipun sangat
penting, pada akhirnya merupakan instrumen untuk mencapai tujuan substantif
yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Harini et al., 2023)..
Dalam konteks pembangunan desa, keberhasilan pengelolaan aset desa tidak
hanya diukur dari seberapa baik tata kelolanya atau seberapa kuat landasan
hukumnya, tetapi lebih kepada sejauh mana pengelolaan tersebut mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan
mengurangi kemiskinan (Yudaruddin et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian

ini memfokuskan pada dimensi ekonomi sebagai outcome utama yang ingin
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dicapai, dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum dan tata kelola sebagai
enabler atau faktor pendukung pencapaian tujuan ekonomi tersebut.

Untuk mengukur keberhasilan optimalisasi perekonomian masyarakat
dalam pemanfaatan tanah kas desa, diperlukan indikator yang jelas dan terukur.
Merujuk pada Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dalam Indeks Pekon
Membangun (Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016), indikator optimalisasi
perekonomian masyarakat meliputi: (1) keragaman produksi masyarakat
Pekon yang menunjukkan diversifikasi ekonomi; (2) tersedianya pusat
pelayanan perdagangan sebagai wadah aktivitas ekonomi lokal; (3) akses
distribusi dan logistik yang memadai; (4) akses ke lembaga keuangan dan
perkreditan untuk penguatan modal usaha; (5) keberadaan dan aktivitas
lembaga ekonomi seperti koperasi atau kelompok usaha; serta (6) keterbukaan
wilayah yang mendukung mobilitas ekonomi. Selain itu, indikator lain yang
relevan mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan jumlah
pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penyerapan tenaga kerja
lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat
digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat komunitas (Harini et al., 2023).Indikator-indikator ini akan
menjadi kerangka pengukuran dalam menganalisis dampak pemanfaatan tanah
kas desa terhadap perekonomian masyarakat di Pekon Pandan Sari. Penelitian
ini diharapkan mampu menjadi model nyata yang dapat diterapkan oleh Pekon-
Pekon lain di Kabupaten Pringsewu yang mempunyai aset serupa tetapi belum
digunakan secara maksimal.

Berdasarkan serangkaian temuan penelitian serta bukti empiris yang
telah terhimpun, pengelolaan tanah milik desa memiliki kedudukan yang
sangat penting sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal
dan upaya penguatan kapasitas masyarakat. Namun kajian yang lebih
komprehensif masih sangat diperlukan untuk mengungkap secara rinci
bagaimana mekanisme pengelolaan itu diterapkan di lapangan dengan cara
memperhatikan dimensi sosial serta ekonomi dan juga unsur budaya yang
melekat pada komunitas setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah

secara menyeluruh berbagai strategi dalam memanfaatkan tanah milik desa
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yang berada di Pekon Pandan Sari serta bagaimana warga setempat ikut serta
mengelola lahan tersebut dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi di
daerah sekitar. Hasil yang diperoleh dari studi ini diharapkan mampu
menyumbangkan pemikiran secara teoretis untuk memperkaya pemahaman
tentang pengelolaan aset desa yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat
di samping memberikan keuntungan praktis bagi aparatur desa agar potensi
kekayaan desa dapat dimaksimalkan dengan cara yang lestari. Khotimah dan
Mariana (2023), menegaskan bahwa ekonomi desa yang dibangun secara
berkelanjutan wajib didasarkan pada potensi setempat dan keterlibatan warga
secara langsung serta tata kelola aset yang dijalankan dengan transparansi dan
akuntabilitas.

Pemanfaatan tanah kas desa di Pekon Pandan Sari merupakan subjek
penelitian yang krusial karena Pekon ini memperlihatkan pengelolaan aset
yang lebih maju dibandingkan dengan Pekon-Pekon lainnya di Kecamatan
Sukoharjo. Keberadaan pasar tradisional dan area alun-alun yang dilengkapi
zona kuliner serta bangunan ruko yang dikelola oleh pemerintah Pekon
menjadi bukti konkret dari optimalisasi penggunaan tanah kas desa guna
mendorong kegiatan ekonomi di tingkat lokal. Kondisi ini menciptakan
fenomena yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana pemanfaatan aset desa
dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus sumber pendapatan
asli desa yang berkelanjutan. Permasalahan spesifik yang menjadi fokus
penelitian adalah analisis mengenai bagaimana optimalisasi perekonomian
masyarakat dapat dicapai melalui pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa,
dengan mempertimbangkan aspek strategi pemanfaatan, pola partisipasi
masyarakat, serta dampak ekonomi yang dihasilkan bagi kesejahteraan
masyarakat Pekon Pandan Sari. Berbagai pengalaman yang telah diamati
menjadikan kajian tentang pemanfaatan tanah kas desa oleh Pekon Pandan Sari
sebagai suatu hal yang menarik untuk dilakukan sehingga pertumbuhan
ekonomi lokal dapat didorong dan kesejahteraan masyarakat dapat
ditingkatkan melalui tanah kas desa yang dimiliki tersebut.

Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Pekon Pandan Sari terbukti memiliki

peran strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi warga serta
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memperkuat kemandirian Pekon melalui pengelolaan aset yang produktif dan
transparan serta partisipatif. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Pekon
Pandan Sari mampu menerapkan prinsip otonomi desa secara konkret dengan
mengoptimalkan potensi lokal yang tersedia. Peneliti kemudian memutuskan
untuk menjalankan sebuah studi yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Kas Desa
di Pekon Pandan Sari untuk Optimalisasi Perekonomian Masyarakat” dengan
maksud menelaah secara menyeluruh strategi pengelolaan, bentuk partisipasi
masyarakat, serta dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan aset

tersebut.

Rumusan Masalah

Pemanfaatan Tanah Kas Desa menjadi salah satu instrumen strategis
untuk mendukung kemandirian ekonomi Pekon dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Secara normatif tanah kas desa memiliki potensi
ekonomi yang besar jika dikelola secara produktif dan transparan serta
melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya tanah milik desa di
sejumlah daerah ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal karena
perencanaan yang terbatas dan tata kelola yang lemah serta distribusi
keuntungan ekonomi yang belum menyeluruh bagi warga desa sehingga
potensi besar dari aset tersebut belum mampu memberikan dampak optimal
bagi kesejahteraan kolektif dan keberlanjutan pembangunan pedesaan.

Di Pekon Pandan Sari, Tanah Kas desa telah dimanfaatkan untuk
berbagai kegiatan ekonomi, seperti penyediaan lahan pasar, ruko, serta area
usaha masyarakat yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dan
aktivitas ekonomi lokal. Meskipun demikian, belum terdapat kajian yang
secara komprehensif menggambarkan bagaimana proses pengelolaan tanah kas
desa tersebut dijalankan, sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam
pemanfaatannya, serta bagaimana dampak nyata pemanfaatan tanah kas desa
terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Pertanyaan yang muncul dari situasi tersebut adalah apakah penggunaan Tanah

Kas Desa di Pekon Pandan Sari sudah dilaksanakan dengan cara yang optimal



dan adil lalu apakah keuntungan ekonominya sudah dinikmati secara setara
oleh seluruh warga.
Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena pengelolaan
Tanah Kas Desa tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga
menyangkut tata kelola aset desa, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan
pembangunan desa. Tanpa pemahaman yang utuh mengenai proses, partisipasi,
dan dampak pemanfaatan Tanah Kas Desa, potensi aset desa berisiko tidak
dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan
penelitian yang mampu mengkaji secara mendalam pemanfaatan Tanah Kas
Desa di Pekon Pandan Sari sebagai upaya optimalisasi perekonomian
masyarakat.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk dan proses pengelolaan tanah kas desa di Pekon
Pandan Sari guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tanah kas
desa di Pekon Pandan Sari?
3. Apa dampak pemanfaatan tanah kas desa terhadap perkembangan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pekon Pandan Sari?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka
tujuan dari penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Menjelaskan bentuk dan proses pemanfaatan tanah kas desa di Pekon
Pandan Sari guna mendukung peningkatan perekonomi masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemanfaatan tanah kas desa di Pekon Pandan Sari?
3. Menganalisis dampak pemanfaatan tanah kas desa terhadap perkembangan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pekon Pandan Sari

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan kegunaan yang bersifat

teoretis sekaligus praktis yang dijabarkan sebagai berikut:
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1. Manfaat Teoretis

b. Memberikan bantuan dalam memajukan pengetahuan di bidang
pengelolaan aset desa serta pembangunan pedesaan dan juga
pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada potensi lokal.

c. Memperluas literatur serta studi ilmiah yang membahas penggunaan
tanah kas desa dalam kerangka pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan sekaligus upaya memperkuat kemandirian Masyarakat
desa setempat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Pekon Pandan Sari temuan dari penelitian ini bisa
dijadikan sebagai referensi untuk merumuskan kebijakan serta strategi
dalam mengelola tanah kas desa secara lebih produktif dan transparan
yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi masyarakat yang berada di Pekon Pandan Sari penelitian ini
diharapkan mampu memperkuat pemahaman mereka mengenai
potensi tanah kas desa sebagai fondasi kesejahteraan bersama
sehingga partisipasi aktif dalam pengelolaan tanah tersebut dapat terus
didorong dan ditingkatkan.

c. Bagi Pemerintah Daerah atau Kecamatan Sukoharjo, hasil penelitian
ini dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan
aset desa di wilayah lain, sehingga terbentuk model praktik baik (best
practice) yang dapat direplikasi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar empiris
dan konseptual untuk studi lanjutan mengenai inovasi pengelolaan
aset desa, pembangunan ekonomi lokal, dan strategi pemberdayaan

masyarakat secara berkelanjutan.

E. Batasan Penelitian
Penelitian ini memiliki batasan pada pengkajian tentang penggunaan
aset berupa Tanah Kas Desa yang berlokasi di Pekon Pandan Sari, Kecamatan
Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu sebagai properti desa yang dimanfaatkan

untuk menopang kegiatan perekonomian masyarakat. Fokus studi diarahkan
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pada cara pemanfaatan tanah milik desa yang dikelola oleh pemerintahan
setempat seperti pasar tradisional dan area usaha kuliner yang ada di alun-alun
Pekon serta bangunan ruko yang dipergunakan oleh penduduk. Kajian ini
memusatkan perhatian pada tiga bagian utama, yaitu:
a. Bentuk dan proses pengelolaan tanah kas desa di Pekon Pandan Sari dalam
rangka mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
b. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah kas
desa.
c. Dampak pemanfaatan tanah kas desa terhadap perkembangan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat Pekon Pandan Sari.

Penelitian ini sama sekali tidak mengupas tuntas mengenai hukum
pertanahan yang mencakup status kepemilikan tanah hingga sengketa tanah
serta proses sertifikasi tanah kas desa melainkan memusatkan perhatian pada
cara aset desa digunakan untuk memberdayakan dan mengerek perekonomian
masyarakat. Cakupan studi ini pun dibatasi hanya pada situasi pemanfaatan

tanah kas desa yang terjadi selama periode riset berjalan.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Bentuk dan proses pengelolaan Tanah Kas Desa di Pekon Pandan Sari
telah dilakukan secara produktif melalui pemanfaatan aset desa untuk
kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan tersebut diwujudkan dalam
bentuk pasar tradisional serta ruko kemudian Food Court dan juga area
usaha di kawasan alun-alun yang menjadi pusat perkumulan melalui
sistem penyewaan kepada masyarakat. Pengelolaan dilakukan dengan
tetap mempertahankan status tanah sebagai aset desa serta memperhatikan
prinsip kemanfaatan bagi masyarakat dan Pekon.

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa di Pekon
Pandan Sari terlihat melalui keterlibatan masyarakat sebagai penyewa
seperti ruko, pasar, Food Court serta usaha yang memanfaatkan berbagai
fasilitas ekonomi yang tersedia.

Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Pekon Pandan Sari telah memberikan
dampak terhadap perkembangan aktivitas ekonomi Pekon dan
kesejahteraan masyarakat, meskipun pengaruhnya belum dirasakan secara
langsung oleh sebagian besar masyarakat setempat. Berdasarkan hasil
analisis data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi,
pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai pasar, ruko, dan Food Court terbukti
memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat melalui terbukanya
kesempatan berusaha, bertambahnya peluang kerja, serta meningkatnya
aktivitas perdagangan yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa
(PADes). Namun, analisis juga menunjukkan bahwa manfaat ekonomi
tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat
Pekon Pandan Sari karena sebagian besar unit usaha masih dikelola oleh
penyewa yang berasal dari luar Pekon, sehingga tingkat partisipasi
masyarakat lokal dalam memanfaatkan aset desa masih relatif terbatas.
Dengan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa tetap memberikan kontribusi

terhadap kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung melalui

105



pendapatan Pekon yang digunakan untuk mendukung pembangunan,

pemeliharaan fasilitas umum, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan.

B. Saran

1.

Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa atau Perdes yang secara
spesifik mengatur tata kelola serta penggunaan Tanah Kas Desa sangat
disarankan bagi Pemerintah Pekon Pandan Sari karena aturan tersebut
akan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset
desa. Keberadaan peraturan ini dinilai krusial untuk mempertegas
mekanisme pemanfaatan tanah kas desa di samping hak dan kewajiban
para penyewa kemudian sistem pengelolaan serta pengawasan terhadap
seluruh aset milik desa. Dengan adanya landasan hukum yang jelas maka
seluruh proses pemanfaatan aset dapat berjalan lebih terarah dan akuntabel
demi kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Selain itu,
Peraturan Desa juga dapat menjadi dasar dalam mengoptimalkan
pemanfaatan Tanah Kas Desa agar lebih berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Desa. Dengan adanya
aturan yang jelas, pengelolaan Tanah Kas Desa diharapkan dapat berjalan
lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi
pembangunan Pekon serta kesejahteraan masyarakat Pekon pandan sari.

Masyarakat Pekon Pandan Sari diharapkan dapat lebih memanfaatkan
peluang ekonomi yang telah tersedia melalui pemanfaatan Tanah Kas
Desa. Keberadaan pasar, ruko, dan foodcourt yang dibangun di atas aset
desa merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan
kegiatan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Oleh karena itu,
masyarakat didorong untuk memperkuat motivasi dan kepercayaan diri
serta kesadaran agar mereka dapat berpartisipasi dalam beragam aktivitas
ekonomi yang ada sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing.
Partisipasi masyarakat yang lebih giat ini akan membuat Tanah Kas Desa
tidak sekadar menjadi sumber pendapatan bagi Pekon melainkan juga
mampu memberikan dampak yang lebih luas dalam menopang

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga Pekon Pandan Sari.
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